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ABSTRAK 

 

KETLIN MAYA PARLINA (B011191365) dengan judul “ANALISIS YURIDIS 
TINDAK PIDANA PERINTANGAN PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM 
PENANGANAN PERKARA PIDANA (Studi Putusan Nomor 294 
PK/Pid.Sus/2021)”. Di bawah bimbingan Muhammad Said Karim sebagai 
Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya selaku Pembimbing 
Pendamping. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dalam perintangan 
penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana dan menganalisis 
penerapan pidana terhadap tindak pidana perintangan penyidikan oleh 
advokat dalam penanganan perkara pidana pada Putusan 
No.294PK/Pid.Sus/2021. 
Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue 
Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Jenis bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh 
menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) kualifikasi tindak pidana 
perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana diatur 
pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Apabila dilakukan bersama-sama, maka dapat diterapkan 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; (2) Penerapan Pidana pada Putusan 
No.294/PK/Pid.Sus/2021 yang berdasarkan pertimbangan dan fakta yang ada 
didalam persidangan ditemukan kesesuaian Pasal yang didakwakan dan 
Pasal yang diterapkan dan dalam hal ini KPK berwenang untuk melakukan 
tindak pidana yang berkaitan. 
 
Kata Kunci: Advokat, Perintangan Penyidikan, Tindak Pidana 
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ABSTRACT 
 
KETLIN MAYA PARLINA (B011191365) with title “JURIDICAL ANALYSIS 
OF CRIMINAL ACTS OF OBSTACLES OF INVESTIGATIONS BY 
ADVOCATES IN HANDLING CRIMINAL CASES (Study of Decision 
Number 294 PK/Pid.Sus/2021)”. Under the guidance of Muhammad Said 
Karim and Muhammad Djaelani Prasetya. 
This research aims to determine the qualifications for obstruction of 
investigations by advocates in handling criminal cases and to analyze the 
application of criminal charges for criminal acts of obstruction of investigations 
by advocates in handling criminal cases in Decision No.294PK/Pid.Sus/2021. 
Research methods. This research uses normative legal research methods, 
using a statutory approach (Statue Approach) and a case approach (Case 
Approach). The types of legal materials used are primary and secondary legal 
materials obtained using literature study and document study. 
The results obtained in this research are: (1) the qualifications for criminal acts 
of obstruction of investigation by advocates in handling criminal cases are 
regulated in Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication 
of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the 
Eradication of Corruption Crimes. If carried out jointly, Article 55 Paragraph (1) 
1 of the Criminal Code can be applied; (2) The application of the crime in 
Decision No.294/PK/Pid.Sus/2021 which, based on considerations and facts at 
the trial, was found to be in accordance with the Article charged and the Article 
applied and in this case the Corruption Eradication Committee (KPK) has the 
authority to carry out the related criminal act. 
 
Keywords: Advocate, Crime, Obstacle to Investigation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana korulpsi yang te lrjadi di Indonelsia tellah melnjamulr 

pada be lrbagai selktor dan julga kelku lasaan e lkselku ltif, le lgislatif dan 

yu ldikatif, bahkan se lktor swasta. 1  Korulpsi tellah melnjadi keljahatan 

yang me lmiliki jangkau lan loculs dan telmpu ls dellicti cu lkulp lulas, 

melnyelbabkan kelru lgian dan kelselngsaraan masyarakat, me llibatkan 

pihak peljabat pulblik dan swasta. 2  Koru lpsi melru lpakan pelrbu latan 

cu lrang, belru lpa pelnyelle lwelngan atau l pelnggellapan kelulangan ne lgara, 

dan ulmulmnya dilakulkan selcara rahasia, mellibatkan para ke llompok ellit 

yang be lrkulasa yang ke lrap kali dilaku lkan olelh banyak pihak yang 

se lcara belrsama-sama belrselpakat ulntulk mellaku lkan keljahatan.  

Tindak pidana korulpsi melru lpakan keljahatan yang sangat se lriu ls 

kare lna dampak dari pe lrbulatan telrselbult bisa melnyelbabkan ke lru lgian 

ke lulangan ne lgara dan pelre lkonomian nelgara, selhingga dikate lgorikan 

se lbagai keljahatan yang sangat lu lar biasa (Elxtra Ordinary Crime l) maka 

dari itul pelrlu lnya pelran belrbagai kompone ln pe lmelrintah mau lpuln dari 

 
1 Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indraty, 2020, “Strategi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 
Volume 49 Nomor 3, hlm. 314.  
2  Masyhudi, 2019, “Membangun Sistem Integritas Dalam Permberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Ius Quia Iustum , Volume 26 Nomor 
1, hlm. 45.  
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masyarakat. Kare lna melningkatnya aktivitas tindak pidana koru lpsi 

yang tidak te lrkelndali telntul sangat belrdampak telrhadap ke lhidulpan 

nasional. Pelmbelrantasan tindak pidana koru lpsi pelrlu l ditingkatkan 

se lcara profe lsional, intelnsif, dan belrkelsinambulngan karelna tindak 

pidana korulpsi melru lgikan kelulangan nelgara dan pe lre lkonomian 

nelgara te lntulnya melnghambat pe lmbangulnan nasional, le lmbaga 

pelmelrintah yang me lnangani pe lrkara tindak pidana koru lpsi bellulm 

belrfu lngsi selcara elfelktif dan elfisie ln dalam melmbelrantas tindak pidana 

koru lpsi.  

Dalam melwu lju ldkan sulatul kelhidulpan belrbangsa dan belrne lgara 

yang jau lh dari pelrilakul Korulpsi, Kolulsi dan Ne lpotismel je llas dipelrlu lkan 

u lpaya hu lkulm yang me lmadai te lrhadap pelrmasalahan pe lrmasalahan 

telrselbu lt, selrta adanya aparat pe lnelgak hulku lm yang belrintelgritas tinggi 

dan sulnggulh-sulnggulh melmahami apa yang me lnjadi problelmatika  

agar pe lrmasalahan telrbulat dapat dibe lrantas se llama belrtahuln-tahuln. 

Kelmuldian lahirlah U lndang-Ulndang Nomor 31 Tahu ln 1999 jo Ulndang-

Ulndang Nomor 20 Tahu ln 2001 telntang Pelmbe lrantasan Tindak Pidana 

koru lpsi selbagai langkah awal u lntulk melyakinkan bahwa relformasi 

melru lpakan solulsi yang telpat telrhadap pelmbelrantasan korulpsi di 

Indonelsia.  

Dalam ulpaya melmbelrantas tindak pidana koru lpsi yang ada di 

Indonelsia, selring kali ditelmuli ke lndala yang dapat me lnye lbabkan 
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prosels pelmbelrantasan tindak pidana koru lpsi di Indone lsia melnjadi 

telrganggul, salah satulnya adalah pe lrbu latan yang dianggap me lrintangi 

ataul melnghalang-halangi pelnyidikan (obstrulction of julsticel). Istilah 

obstrulction of julstice l diartikan selbagai pelrbulatan yang dimaksu ldkan 

u lntulk “melnghalangi prose ls hu lkulm” ataul “tindak pidana me lnghalangi 

prosels hulku lm”.3 Keltika belrbicara melngelnai pelrintangan pe lnyellidikan, 

obstrulction of julsticel ataul pelrbu latan yang belrtu lju lan “melnghalangi 

prosels pelradilan” atau l “tindak pidana yang me lnghalangi prose ls 

pelradilan” ini te lntulnya haruls dipelnulhi syarat-syarat agar pe lrbu latan 

dilakulkan itul masulk ke ljahatan. 

Pelrintangan pelnyidikan itul se lndiri pelrlu l dikeltahuli agar ulpaya 

pelnyidik dalam me lngulsu lt selbulah kasuls dapat belrjalan delngan baik 

se lhingga pelngulsu ltan se lbulah kasuls yang ditangani ole lh pelnyidik itul 

se lndiri dapat me lnelmulkan titik te lrang.  Pelrintangan pelnyidikan dalam 

pelnanganan pe lrkara tindak pidana korulpsi tellah diatulr dalam Pasal 21 

Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahu ln 1999 jo Ulndang-Ulndang Nomor 20 

Tahuln 2001 te lntang Pe lmbelrantasan Tindak Pidana Koru lpsi bahwa: 

“seltiap orang yang delngan selngaja melnce lgah, melrintangi ataul 
melnggagalkan pe lnyidikan, pelnulntultan dan pe lmelriksaan 
disidang pelngadilan telrhadap telrsangka ataul telrdakwa ataulpuln 
para saksi dalam pelrkara korulpsi, dipidana de lngan pelnjara 
paling singkat 3 (tiga) tahu ln dan paling lama 12 (du la bellas) 
tahuln dan ataul de lnda paling se ldikit Rp. 150.000.000,00 

 
3 Johan Dwi Junianto, 2019,  “Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Media Iuris, Volume 2 Nomor 3, hlm. 339.  
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(selratuls lima pullulh ju lta rulpiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (elnam ratuls ju lta rulpiah)” 

 
Pelrintangan pelnyidikan dapat me llibatkan siapa saja. 

Masyarakat ulmulm, peljabat pulblik, anggota le lgislatif, mau lpuln aparat 

pelnelgak hulku lm. Aparat pelnelgak hulkulm yang me lru lpakan aktor 

langsulng telrhadap belrlangsulngnya sulatul prosels pelradilan me lmiliki 

andil be lsar telrhadap pelnjatulhan sulatul pu ltulsan telrhadap sulatul 

pelrkara. Akan te ltapi melnjadi sulatul ironi apabila aparat pe lne lgak 

hulku lm yang me lru lpakan panglima-panglima pelne lgak keladilan dan 

ke lbelnaran, malah me llakulkan hal yang be lrte lntangan delngan apa yang 

tellah diamanahkan padanya.4 

Kelbe lradaan advokat tu lru lt pulla andil dalam lingkulp pelradilan 

yang julga melmpulnyai aspelk pe lnting, jasa bantu lan hulku lm dari 

advokat me lmbulka pellu lang yang lelbar akan haulsnya pelngeltahulan 

hulku lm bagi masyarakat 5 . Profelsi advokat melmiliki pelran pelnting 

dalam ulpaya pelnelgakan hulku lm dan belrfu lngsi melle lpaskan jelrat 

hulku lm pellaku l keljahatan delngan dasar-dasar hulku lm sah bulkan malah 

mellindulngi pellakul delngan belrulsaha melrintangi prose ls hulku lm yang 

se ldang belrlangsulng.  

 
4  https://fh.unpatti.ac.id/peran-civil-society-dalam-proses-penegakan-hukum-dan-hak-asasi-
manusia/ “Peran Civil Society dalam Proses Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia” 
diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 
5  https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1958 “ Peran Advokat dalam 
Pendampingan Hukum Terhadap Klien “ diakses pada tanggal 17 februari 2023 

https://fh.unpatti.ac.id/peran-civil-society-dalam-proses-penegakan-hukum-dan-hak-asasi-manusia/
https://fh.unpatti.ac.id/peran-civil-society-dalam-proses-penegakan-hukum-dan-hak-asasi-manusia/
https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1958
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Kasuls yang pelnu llis kaji dalam pe lnellitian yakni tindak pidana 

pelrintangan pe lnyidikan olelh advokat dalam pe lnangan pe lrkaran 

pidana yang pada  pultulsan  ini  te llah  telrjadi  pelrkara  melrintangi  

pelnyidikan  dalam  tindak pidana koru lpsi yang dilaku lkan olelh 

Fre ldelrich se llakul pelngacara dari Se ltya Novanto yang didu lga delngan 

se lngaja melncelgah, me lrintangi, ataul melnggagalkan se lcara langsulng 

ataul tidak langsulng pelnyidikan, pelnu lntultan, dan pe lmelriksaan di 

sidang pelngadilan telrhadap telrsangka Seltya Novanto.  

Selju lmlah advokat me lmpelrtanyakan langkah yang diambil KPK 

kare lna selorang advokat me lmpulnyai hak imulnitas, yang diatu lr dalam 

Pasal 16 Ulndang-Ulndang No. 18 Tahu ln 2003 telntang Advokat, 

bahwa:  

“Advokat tidak dapat ditu lntult baik se lcara pelrdata maulpuln 
pidana dalam melnjalankan tu lgas profelsinya delngan itikad baik 
u lntulk kelpelntingan pelmbellaan klieln dalam siding pe lngadilan” 
 
Kelte lntulan ini kelmuldian melnjadi dasar hu lkulm bagi para 

Advokat ulntulk melndapatkan hak imu lnitas. Hak imu lnitas ini tidak 

belrsifat multlak dalam arti me lmiliki batasan yaitu l se lpanjang advokat 

dalam melnjalankan tulgas profelsinya delngan itikad baik.  

Me lski de lmikian, para pe lgiat antikorulpsi melnganggap me lskipuln 

melmpulnyai hak imulnitas, bulkan belrarti advokat tidak dapat dipidana 

ke ltika selorang advokat dalam me lnjalankan tulgas dan profe lsinya 

melmiliki itikad bu lru lk, selhingga didulga kulat telrlibat dalam pe lrkara 
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pidana. Artinya itikad baik me lnjadi salah satu l ulku lran dapat dipidana 

ataul tidaknya se lorang advokat dalam me lnjalankan tu lgas ulntu lk 

ke lpelntingan hu lku lm klie ln.6 

Pada    hari    Rabu l    tanggal    15    Nove lmbe lr    2017    Pu lku ll    

10.00    WIB,  Te lrdakwa  yang  be lrprofelsi  se lbagai  advokat  

melmbelrikan  saran  ke lpada  klielnnya yaitul Seltya Novanto agar tidak 

pelrlu l datang me lmelnulhi panggilan pe lnyidik    KPK  de lngan    alasan    

u lntulk    prose ls    pelmanggilan  te lrhadap anggota DPR haru ls ada ijin 

dari Prelside ln. Tanggal 16 Nove lmbelr 2017, telrdakwa melnghulbulngi dr. 

Bimanelsh Sultarjo yang  selbellu lmnya  tellah  dikelnal  Telrdakwa  ulntu lk  

melminta  bantu lan  agar Se ltya  Novanto  dapat  dirawat  inap  di  Ru lmah  

Sakit  (RS)  Me ldika  Pelrmata Hijaul   delngan   diagnosa   me lndelrita   

belbelrapa   pe lnyakit,   salah   satu lnya adalah hipe lrte lnsi. Kelmuldian 

telrdakwa melminta diagnosa te lrselbult diganti delngan  ke lcellakaan  

mobil,  padahal  saat  itu l  Se ltya  Novanto  baik-baik  saja dan se ldang 

belrada di Ge ldulng DPR RI. Dan pada   tanggal   17   Nove lmbelr   2017,   

pelnyidik   KPK   he lndak   me llakulkan pelnahanan  ke lpada  Seltya  

Novanto,  namu ln  telrdakwa  dan  ke llu larga  Seltya Novanto  me lnolak  

pelnahanan  te lrselbult  delngan  alasan  tidak  sah  kare lna Seltya  

 
6 Geraldo Alfaro Tambuwun, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menghalangi Proses 
Hukum (obstruction of justice) oleh Advokat dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 
Korupsi”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Volume 12 Nomor 5, hlm. 9.  
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Novanto  se ldang  dalam  kondisi  dirawat  inap. Namu ln  seltellah 

dilakulkan  pe lmelriksaan  melnyellu lru lh  olelh  tim  dokte lr dari  Ikatan  

Doktelr Indonelsia  (IDI),  hasil  ke lsimpullannya  melnyatakan  bahwa  

Seltya  Novanto dalam kondisi mampu l ulntulk disidangkan.  

Ditingkat pelrtama pultu lsan Pelngadilan Nelge lri Jakarta Pu lsat 

Maje llis Hakim melmultu lskan bahwa te lrdakwa telrbu lkti selcara sah dan 

melyakinkan be lrsalah mellakulkan tindak pidana “De lngan selngaja 

belrsama-sama melrintangi pe lnyidikan telrhadap telrsangka dalam 

pelrkara korulpsi” dan dijatu lhkan pidana pe lnjara sellama 7 (tuljulh) dan 

delnda se lbelsar Rp. 500.000.000,- (lima ratuls ju lta rulpiah).   

Te lrdakwa Freldrich Yulnadi dan Pe lnulntult Ulmulm pada Komisi 

Pelmbelrantasan Korulpsi Me lngajulkan Banding dan ke lmuldian majellis 

hakim pada Pe lngadilan Tinggi DKI Jakarta me lne lrima pelrmintaan 

Banding dari Te lrdakwa. 

Te lrdakwa Kelmbali melngajulkan kasasi te ltapi ditolak ole lh 

Maje llis Hakim Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pulsat. Dan pada Pu ltulsan 

Pelninjaulan Kelmbali, Fre ldrich Yulnadi dianggap te lrbulkti mellanggar 

Pasal 21 U lndang-Ulndang No. 31 Tahu ln 1999 telntang Pelmbelrantasan 

Tindak Pidana Koru lpsi se lbagaimana te llah diulbah delngan Ulndang-

Ulndang Nomor 20 Tahu ln 2001 te lntang Pe lru lbahan atas Ulndang 

Ulndang RI Nomor 31 Tahu ln 1999 te lntang Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi jo Pasal 55 ayat (1) ke l-1 KUlHP  dan Te lrdakwa 
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dijatulhkan pidana 7,5 tahuln dan delnda Rp 500 ju lta sulbsidelr 8 bullan 

ku lru lngan. Pasal 21 U lndang-Ulndang No. 31 Tahu ln 1999 te lntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Koru lpsi itul se lndiri belrbu lnyi :  

“Se ltiap orang yang de lngan selngaja melnce lgah, melrintangi, 
ataul melnggagalkan se lcara langsulng atau l tidak langsulng 
pelnyidikan, pelnulntultan, dan pelmelriksaan di sidang pe lngadilan 
telrhadap telrsangka dan te lrdakwa ataulpu ln para saksi dalam 
pelrkara korulpsi, dipidana de lngan pidana pelnjara paling singkat 
3 (tiga) tahuln dan paling lama 12 (du la bellas) tahuln dan ataul 
delnda paling se ldikit Rp. 150.000.000,00 (se lratuls lima pullu lh 
ju lta rulpiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (e lnam ratuls 
ju lta rulpiah).” 
Belrdasarkan latar bellakang diatas, maka pe lnu llis telrtarik u lntulk 

melngkaji dan me lnganalisisnya lelbih dalam de lngan melngangkat juldu ll    

“ ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN 

PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA 

PIDANA (Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021)”.  

B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan ulraian-ulraian yang te llah dije llaskan pada bagian 

latar bellakang, maka masalah yang akan me lnjadi fokuls pada 

pelnellitian ini adalah se lbagai belriku lt: 

1. Bagaimana ku lalifikasi tindak pidana pe lrintangan pe lnyidikan olelh 

advokat dalam pe lnanganan pe lrkara pidana? 

2. Bagaimana pe lnelrapan pidana te lrhadap tindak pidana 

pelrintangan pelnyidikan olelh advokat dalam pe lnanganan pe lrkara 

pidana pada Pu ltulsan No.294PK/Pid.Su ls/2021? 
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C. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan fokuls pada pelnellitian ini, maka yang me lnjadi 

tulju lan dari pelnellitian ini adalah se lbagai belriku lt: 

1. Ulntulk melngeltahuli kulalifikasi dalam pe lrintangan pe lnyidikan olelh 

advokat dalam pe lnanganan pe lrkara pidana. 

2. Ulntulk melnganalisis pe lnelrapan pidana te lrhadap tindak pidana 

pelrintangan pelnyidikan olelh advokat dalam pe lnanganan pe lrkara 

pidana pada Pu ltulsan No.294PK/Pid.Su ls/2021. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Belrdasarkan tulju lannya, tulgas akhir ini me lmiliki kelgulnaan 

se lbagai belriku lt: 

1. Kelgu lnaan selcara teloritis, pe lnellitian ini be lrgulna melmbelrikan 

kontribulsi ke lilmulan selrta bahkan pe lmikiran bagi pe lrkelmbangan 

ilmul pe lngeltahulan, khulsu lsnya telrkait delngan tindak pidana 

pelrintangan pelnyidikan olelh advokat dalam pe lnanganan pe lrkara 

pidana. 

2. Kelgu lnaan selcara  praktis, pe lnellitian ini belrgu lna bagi se lmula 

pihak, telru ltama pihak yang be lrada di bagian hu lkulm, dalam 

rangka ulpaya melnelgakkan tindak pidana pe lrintangan pe lnyidikan 

olelh advokat dalam pe lnanganan pe lrkara pidana.  
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E. Keaslian Penelitian 

Belrdasarkan pelnellu lsulran yang dilakulkan olelh pelnullis te lrhadap 

belbelrapa juldull skripsi yang be lrkaitan delngan Analisis Yu lridis Tindak 

Pidana Pe lrintangan Pelnyidikan olelh Advokat dalam Pe lnanganan 

Pelrkara Pidana, se lbellu lmnya tellah ada pelne llitian yang me lngangkat 

telma yang hampir me lnye lru lpai, yaitul: 

Skripsi yang ditullis olelh Sulci Widyaningsih tahuln 2018 Faku lltas 

Hu lkulm Ulnive lrsitas Hasanulddin delngan juldull “ Tinjau lan Yulridis 

Te lntang Pe lrmulfakatan Jahat Me llakulkan Tindak Pidana Koru lpsi ( 

Stuldi Kasuls Pultu lsan Nomor: 14/Pid.Su ls-TPK/2021/PT.DKI)”. Skripsi 

ini melmbahas telntang  tindak pidana pe lrmulfakatan jahat me llaku lkan 

tindak pidana koru lpsi yang dilaku lkan se lcara belrsama-sama. 

Pelrbe ldaan de lngan pe lnellitian yang pe lnullis lakulkan tindak pidana 

pelrmulfakatan jahat ole lh yang dilaku lkan olelh selorang advokat. 

Pelne llitian yang te llah dilku lkan telrdahullu l dan pelnellitian pelnu llis saat ini 

melmiliki stuldi kasuls yang belrbe lda dan sulbje lk yang belrbelda.  

Adapuln Skripsi yang ditu llis olelh Ahmad Syafaat Talib B tahu ln 

2014 Fakulltas Hulku lm Ulnive lrsitas Hasanulddin delngan juldu ll “ Tinjaulan 

Yulridis Te lrhadap Pelrintangan Pe lnyidikan (obstrulction of julstice l) 

dalam Pe lnanganan Pe lrkara Tindak Pidana Koru lpsi yang Dilaku lkan 

olelh Advokat ( Stu ldi Kasuls No.9/Pid.Su ls -

TPK/2018/2018/PN/JKT.PST). Skripsi ini me lmbahas te lntang 
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pelnelrapan hulku lm pidana mate lriil tindak pidana pelrintangan 

pelnyidikan dalam pe lnanganan pe lrkara tindak pidana koru lpsi yang 

dilakulkan olelh Advokat. Se ldangkan  pe lne llitian yang pe lnullis laku lkan 

belrfoku ls pada kulalifikasi dalam pelrintangan pelnyidikan olelh advokat 

dalam pelnanganan pelrkara pidana. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana dalam KU lHP yaitul strafbaar fe lit, yang 

dalam kelpulstakaan telntang hulkulm pidana lelbih dikelnal delngan 

istilah dellik. Strafbaar felit, melru lpakan telrje lmahan dari strafbaar 

felit ataul dellict. Strafbaar fe lit telrdiri atas 2 kata, yakni straf, baar, 

dan felit. Se lcara litelrlijk, kata “straf” artinya pidana, kata “baar” 

artinya dapat atau l bolelh dan “felit” artinya pelrbu latan. Straf 

ditelrje lmahkan julga de lngan kata hu lku lm. Lazimnya hu lku lm 

melru lpakan telrje lmahan dari kata relcht, yang se lolah-oalh arti kata 

straf sama delngan re lcht. Kata “baar” ada dula istilah yang 

digulnakan yakni bole lh dan dapat. Se ldangkan kata “felit” 

melnggulnakan elmpat istilah yaitul: tindak, pelristiwa, pellanggaran 

dan pelrbulatan.7 

Istilah tindak pidana me lngacul pada gelrak tingkah laku l dan 

gelrak tulbu lh selselorang. Belbelrapa orang tidak me llaku lkan apa 

apa teltapi delngan tidak me llaku lkan apa apa selse lorang, maka dia 

 
7 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali  Pers, hlm. 69. 
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tellah mellaku lkan tindak pidana.8 Jadi istilah strafbaarfelit adalah 

pelristiwa yang dapat dipidana atau l pelrbu latan yang dapat 

dipidana.9 

Sellain itul, KUlHP melmulat keljahatan (misdrijf) dan 

(ove lrtre lding). 10  Adapuln pelndapat belbelrapa pakar me lngelnai 

pelngelrtian tindak pidana se lbagai belriku lt: 

1. Simons, dalam rulmulsannya strafbaarfe lit itul adalah 

“Tindakan mellanggar hulku lm yang tellah dilakulkan delngan 

se lngaja ataulpuln tidak diselngaja olelh selse lorang yang dapat 

dipelrtanggulngjawabkan atas tindakannya dan ole lh ulndang-

u lndang tellah dinyatakan se lbagai tindakan yang dapat 

dihulku lm”.11 

2. Moe lljatno, melnyatakan bahwa tindak pidana adalah su latul 

pelngelrtian yulridis se lpe lrti halnya ulntulk melmbelrikan delfinisi 

ataul pelngelrtian telrhadap istilah hu lku lm, maka bu lkanlah hal 

yang muldah ulntulk melmbelrikan delfinisi ataul pelngelrtian 

telrhadap istilah tindak pidana. Pe lmbahasan hu lkulm pidana 

dimaksuldkan ulntulk me lmahami pelngelrtian pidana se lbagai 

 
8 Teguh Prasetyo, 2018, Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 49.  
9 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta 
& PuKAPIndonesia, hlm. 19.  
10  Muhammad Djaelani Prasetya, 2020, Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 12 Nomor 2, hlm. 81–102. 
11 Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.  
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sanksi atas dellik, se ldangkan pe lmidanaan belrkaitan delngan 

dasar-dasar pelmbelnaran pelngelnaan pidana se lrta telori-te lori 

telntang tulju lan pelmidanaan.12 

3. E l. Ultre lcht, melnyatakan bahwa tindak pidana adalah su latul 

pelristiwa pidana yang dise lbult dellik, kare lna faktanya 

pelristiwa telrselbu lt adalah pelrbulatan ataul selsu latul yang 

mellalaikan akibatnya (kondisi yang diakibatkan kare lna 

pelrbu latan yang lalai). 

4. Pompel, melnyatakan bahwa “strafbaarfelit” dapat dipahami 

se lbagai pellanggaran norma yang se lngaja atau lpuln tidak 

se lngaja dilakulkan ole lh selorang pellakul, yang mana 

pelnjatulhan hulkulman kelpada pellakul telrselbult dipelrlu lkan 

delmi telrpelliharanya te lrtib hulku lm dan te lrjaminnya 

ke lpelntingan hulku lm.13 

5. Amir Ilyas, melnyatakan bahwa tindak pidana me lru lpakan 

su latul istilah yang me lngandulng sulatul pelngelrtian dasar 

dalam ilmul hulku lm, se lbagai istilah yang dibe lntulk delngan 

ke lsadaran dalam me lmbelrikan ciri telrte lntul pada pelristiwa 

hulku lm pidana. Tindak pidana me lmpulnyai pe lngelrtian yang 

abstrak dari pelristiwape lristiwa yang kongkrit dalam lapangan 

 
12 Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 37. 
13 P.A.F, Lamintang, 2002, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Amrico, hlm. 47.  
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hulku lm pidana, selhingga tindak pidana haru lslah dibelrikan arti 

yang belrsifat ilmiah dan dite lntulkan delngan jellas u lntulk dapat 

melmisahkan delngan istilah yang dipakai se lhari-hari dalam 

ke lhidulpan masyarakat.14 

Belrdasarkan dari pe lndapat-pelndapat yang diatas, maka 

melnulru lt pelnullis yang dimaksu ld delngan tindak pidana adalah 

tindakan atau l pelrbulatan yang jika me lle lwati batas-batas 

ke ltelntulan yang belrlaku l dapat dikelnakan sanksi pidana yang 

belrlaku l. 

2. Unsur-unsur tindak pidana 

Ulnsulr-u lnsu lr tindak pidana te lrdiri dari du la su ldult pandang 

yaitul dari su ldult te loritis dan su ldult u lndang-ulndang. Su ldult teloritis 

belrdasarkan belbe lrapa pelndapat para ahli hulku lm yang te lrmu lat 

pada bulnyi rulmulsannya. Selmelntara belrdasarkan suldult u lndang-

u lndang adalah bagaimana ke lnyataan tindak pidana itu l 

diru lmulskan melnjadi tindak pidana te lrte lntul dalam pasal-pasal 

pelratu lran pelru lndang- u lndangan yang ada.  

 
14  Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar 
Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, 
hlm. 21.  
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Belbe lrapa pelndapat para ahli me lngelnai ulnsu lr tindak pidana 

se lbagai belriku lt:  

1. Me lnulru lt Moelljatno ulnsu lr tindak pidana, te lrdiri dari u lnsulr 

pelrbu latan, hal ihwal atau l keladaan yang me lnyelrtai 

pelrbu latan, keladaan tambahan yang me lmbelratkan 

pidana, ulnsulr mellawan hulkulm yang obje lktif dan 

su lbjelktif.15 

2. Me lnulru lt R. Tre lsna ulnsu lr tindak pidana, te lrdiri dari u lnsu lr 

pelrbu latan ataul selrangkaian pelrbu latan yang be lrte lntangan 

delngan pelratu lran pelru lndang-ulndangan, se lhingga 

diadakan tindakan pe lnghulkulman. 

3. Me lnulru lt Vos ulnsulr tindak pidana, te lrdiri dari u lnsu lr 

ke llakulan manulsia, diancam de lngan pidana dalam 

pelratu lran Pelru lndang- u lndangan.  

4. Me lnulru lt Jonkelrs u lnsu lr tindak pidana te lrdiri dari ulnsulr 

pelrbu latan, mellawan hulku lm, kelsalahan, dan dapat 

dipelrtanggulngjawabkan.  

5. Me lnulru lt Schravelndijk ulnsu lr tindak pidana te lrdiri dari 

u lnsulr kellaku lan, belrtelntangan delngan kelinsyafan hulkulm, 

 
15 Moeljatno, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Bina Aksara, hlm. 63-64.  
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diancam delngan hulku lman, dilakulkan olelh orang yang 

dipelrsalahkan atas ke lsalahan.16 

6. Wirdjono Prodjodikoro me lmbelrikan u lnsulr-u lnsulr 

pelrbu latan pidana se lbagai belriku lt : 1) Su lbjelk tindak 

pidana 2) Pelrbulatan dari tindak pidana 3) Hu lbulngan 

se lbab-akibat (caulsaal ve lrban) 4) Sifat mellanggar hu lkulm 

(onrelchtmatighelid) 5) Kelsalahan pellakul tindak pidana 6) 

Kelse lngajaan (opzelt).17 

Dari su ldult ulndang-ulndang te lrdapat ulnsulr-u lnsu lr belriku lt:18 

1. Ulnsulr Tingkah Lakul 

Tingkah lakul adalah u lnsulr multlak tindak pidana, dalam 

tindak pidana ulnsu lr tingkah lakul telrbagi melnjadi dula yaitul 

tingkah lakul aktif ataul positif (handelle ln) yang dapat 

diselbu lt pelrbulatan mate lriil (mate lriil fe lit) dan tingkah laku l 

pasif ataul nelgatif (nataleln). Tingkah laku l aktif adalah 

su latul belntulk tingkah laku l yang dalam me llakulkannya 

dipelrlu lkan gelrakan dari tu lbulh ataul bagian dari tu lbulh, 

 
16 Adami Chazawi, 2014 , Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta: Rajagrafindo Persada 
,hlm. 79-81.  
17  Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika 
Aditama, hlm.  59-69.  
18 Andi Hamzah, 1994,  Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 83. 
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se ldangkan tingkah laku l pasif adalah sulatul tingkah lakul 

yang tidak melmelrlu lkan gelrakan tulbu lh ataul bagian tulbulh 

yang selharulsnya selse lorang itul lakulkan, haruls mellakulkan 

pelrbu latan aktif, dan de lngan tidak be lrbulat delmikian 

se lselorang itul disalahkan karelna mellaksanakan kelwajiban 

hulku lmnya. 

2. Ulnsulr Ke lsalahan 

Ulnsulr ini belrsifat sulbje lktif dan melle lkat pada diri se lorang 

pellaku l, melnggambarkan ke ladaan batin se lse lorang 

se lbellu lm ataulpu ln saat melmullai pelrbulatan. 

3. Ulnsulr Sifat Mellawan Hu lkulm 

Me llawan hulku lm adalah sifat te lrcellanya ataul telrlarangnya 

dari sulatul pelrbulatan, yang sifat te lrcella mana dapat 

belrsulmbelr pada U lndang-ulndang (mellawan hulku lm formil 

ataul formalel we ldelrre lchtellijk). Karelna belrsulmbelr pada 

masyarakat yang dise lbu lt belrtelntangan delngan asas-asas 

hulku lm masyarakat, maka sifat te lrcella telrselbult tidak 

telrtu llis. 
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4. Ulnsulr Akibat Konsulmtif 

Ulnsulr akibat konsu lmtif ini te lrdapat pada tindak pidana 

matelriil (mate lrie ll dellicteln) ataul tindak pidana dianggap 

se llelsai apabila akibat yang tidak diinginkan te llah telrjadi; 

Ulnsulr akibat 23 se lbagai syarat pelmbelrat pidana, akibat 

melru lpakan syarat dipidananya pe lmbulat. 

5. Ulnsulr Ke ladaan yang Me lnyelrtai 

Ulnsulr ke ladaan yang me lnyelrtai adalah u lnsulr tindak 

pidana yang belru lpa selmula keladaan yang ada dan 

belrlaku l dimana pelrbu latan dilakulkan. Ulnsu lr ke ladaan yang 

melnyelrtai ini dirulmulsan tindak pidana dapat: 

a. Me lngelnai cara mellaku lkan pelrbu latan;  

b. Me lngelnai cara ulntulk dapatnya dilakulkan pelrbulatan;  

c. Me lngelnai obyelk dan su lbyelk tindak pidana;  

d. Me lngelnai telmpat dan waktu l tindak pidana dilaku lkan; 
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6. Ulnsulr Syarat Tambahan u lntulk Dapat Ditulntult Pidana 

Ulnsulr ini hanya ada dalam tindak pidana adu lan, yaitul 

tindak pidana yang hanya dapat ditu lntult pidana jika ada 

adulan dari yang belrhak melngadul. 

7. Syarat Tambahan u lntulk Dapatnya Pidana 

Ulnsulr ini be lru lpa belbelrapa keladaan telrte lntul yang timbull 

se ltellah dilakulkannya pelrbu latan, artinya jika se lsu ldah 

pelrbu latan dilakulkan tidak timbu ll keladaan itul, maka 

pelrbu latan itul tidak mellawan hulkulm dan pelmbu latnya tidak 

dapat dipidana. 

8. Syarat Tambahan u lntulk Me lmpelrbe lrat Pidana 

Ulnsulr syarat ini bulkan melru lpakan ulnsu lr pokok tindak 

pidana yang be lrsangku ltan, artinya tindak pidana te lrselbult 

dapat telrjadi tanpa adanya u lnsulr ini. 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 Je lnis-je lnis tindak pidana dibe ldakan melnjadi belbe lrapa 

bagian, antara lain se lbagai belriku lt: 
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1. Me lnulru lt Kitab Ulndang-u lndang Hulku lm Pidana (KU lHP), 

tindak pidana dibe ldakan melnjadi keljahatan (re lchtsdellict) 

dan pellanggaran (weltdellict). Keljahatan te lrmulat dalam 

Bulku l II KUlHP Pasal 104 sampai Pasal 488, se lmelntara 

pellanggaran te lrmulat dalam Bulku l III KUlHP Pasal 489 

sampai Pasal 569. Ke ljahatan adalah tingkah laku l yang 

tidak belrselsu laian delngan keladilan dan dalam pe lru lndang-

u lndangan tidak me lngancamnya de lngan pidana. 

Seldangkan, pe llanggaran adalah pe lrbulatan yang 

dianggap tindak pidana kare lna diatulr dalam pe lratulran 

pelru lndang- ulndangan. Pe lmbagian tindak pidana me lnjadi 

“keljahatan” dan “pe llanggaran” melru lpakan dasar bagi 

se llulru lh sistelm hulku lm pidana di dalam pe lru lndang-

u lndangan selcara kelse llu lru lhan.19 

2. Me lnulru lt cara melru lmulskannya, dibeldakan ke l dalam dula 

tindak pidana, yang pe lrtama tindak pidana formil (formele ll 

dellicte ln) dan tindak pidana mate lril (mate lriil de llicteln). 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap 

tellah se llelsai apabila se lselorang tellah mellaku lkan tindak 

pidana tanpa haru ls melmpelrhatikan akibat yang 

 
19 Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hlm. 25.  
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ditimbullkan. Seldangkan, tindak pidana mate lril inti 

larangannya adalah pada me lnimbullkan akibat yang 

dilarang, karelna itul siapa yang melnimbullkan akibat yang 

dilarang itullah yang dipe lrtanggulngjawabkan dan dipidana. 

Tindak pidana ini ini dianggap se lle lsai apabila ada akibat 

yang ditimbullkan seldangkan cara mellakulku lkan pelrbu latan 

itu l tidak dipelrmasalahkan.20 

3. Dilihat dari belntulk ke lsalahan, tindak pidana dibe ldakan 

melnjadi tindak pidana se lngaja (doluls dellicte ln) dan tindak 

pidana tidak selngaja (cu llposel dellicte ln). Tindak pidana 

ke lselngajaan adalah tindak pidana yang me lmulat ulnsulr 

ke lselngajaan dalam ru lmulsannya. Seldangkan, tindak 

pidana tidak diselngaja adalah tindak pidana yang me lmulat 

u lnsulr ke lalpaan dalam ru lmulsannya.21 

4. Belrdasarkan macam pe lrbulatannya, tindak pidana 

dibeldakan melnjadi tindak pidana aktif/positif (comissionis) 

dan tindak pidana pasif (omisionis). Tindak pidana aktif 

adalah sulatul tindak pidana yang me lru lpakan pe lrbulatan 

aktif. Pelrbu latan aktif yang dimaksu ld adalah pe lrbulatan 

yang dalam me llakulkannya diisyaratkan de lngan adanya 

 
20 Ibid, hlm. 26 
21 Ibid, hlm. 26 
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gelrakan dari anggota tu lbu lh selse lorang. Se ldangkan, 

tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang tidak 

belrbu lat selsu latul. Tindak pidana ini dapat dise lbult selbagai 

tindak pidana pelngabaian su latul kelwajiban hulku lm22 

5. Me lnulru lt dulrasi te lrjadinya, tindak pidana dibe ldakan 

melnjadi tindak pidana te lrjadi selke ltika (aflopelndel dellicte ln) 

dan tindak pidana be lrlangsulng telru ls (voortdulrelndel 

dellicte ln). Tindak pidana te lrjadi se lkeltika adalah tindak 

pidana yang diru lmulskan telrjadi dalam waktu l singkat ataul 

se lkeltika. Seldangkan, tindak pidana be lrlangsulng telru ls 

tindak pidana yang diru lmulskan dalam tindak pidana yang 

belrlangsulng lama.23 

6. Me lnulru lt pelmbulkulannya, tindak pidana dibe ldakan 

melnjadi tindak pidana u lmulm dan tindak pidana khu lsu ls. 

Tindak pidana u lmulm adalah tindak pidana yang te lrmulat 

dalam KUlHP se lbagai kodifikasi hu lku lm pidana. 

Seldangkan, tindak pidana khu lsuls adalah tindak pidana 

yang telrmulat dilular kodifikasi (KU lHP) telrse lbu lt.24 

 
22 Ibid, hlm. 27 
23 Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- 
Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 
130.  
24 Ibid, hlm. 131 
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7. Dilihat dari sulbjelk hulku lmnya, tindak pidana dibe ldakan 

melnjadi dellicta commu lnia dan dellicta propia. Tindak 

pidana commulnia adalah tindak pidana yang se lmula orang 

dapat mellakulkannya. Tindak pidana me lmang 

dibelrlaku lkan pada se lmula orang. Seldangkan, tindak 

pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dilaku lkan 

olelh orang belrkulalitas telrte lntul. 

8. Me lnulru lt pelnulntultannya, tindak pidana dibe ldakan melnjadi 

tindak pidana biasa (ge lwonel dellicte ln) dan tindak pidana 

adulan (klacht dellicteln). Tindak pidana biasa adalah tindak 

pidana yang apabila dilaku lkan pelnulntu ltan tidak 

dipelrlu lkan adanya pe lngadulan dari yang be lrhak. 

Seldangkan, tindak pidana adu lan adalah tindak pidana 

yang apabila dilaku lkan pelnulntultan disyaratkan te lrle lbih 

dahullu l adanya pelngadu lan olelh yang belrhak melngajulkan 

pelngadulan.25 

9. Belrdasarkan belntulknya, tindak pidana dibe ldakan melnjadi 

tindak pidana dalam be lntulk pokok (elelnvouldigel de llicteln), 

tindak pidana dipe lrbelrat (gelqulalifice le lrdel de llicteln), dan 

tindak pidana yang dipe lringan (gelpriviligie le lrdel dellicte ln). 

 
25 Ibid, hlm. 132 
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Ole lh karelna adanya faktor pe lmbelrat dan pe lringan, maka 

ancaman pidana te lrhadap belntulk yang dipe lrbelrat ataul 

yang dipelringan itul me lnjadi lelbih belrat ataul lelbih ringan 

daripada belntulk pokoknya.26 

10. Me lnulru lt julmlah dilaku lkannya, tindak pidana dibe ldakan 

melnjadi tindak pidana tu lnggal (elnkellvouldige l dellicte ln) dan 

tindak pidana be lrangkai. Tindak pidana tu lnggal adalah 

tindak pidana yang dianggap se lle lsainya dan dapat 

dipidananya pe llakul cu lku lp dilakulkan satul kali pe lrbulatan 

saja. Seldangkan, tindak pidana be lrangkai adalah tindak 

pidana yang dianggap se lle lsai dan dapat dipidananya 

pellaku l disyaratkan pe lrbu latannya dilaku lkan selcara 

belru llang. 

B. Tinjauan Umum Tentang Perintangan Penyidikan 

1. Pengertian Perintangan Penyidikan  

Dalam ilmul hulkulm, selcara ulmulm arti pelrintangan 

pelnyidikan ataul obstru lction of julstice l adalah pe lrbu latan 

melnghalang-halangi prose ls pelradilan (prose ls hulkulm). 

Selmelntara itul, dalam doktrin ilmu l hulkulm pidana di Indone lsia, 

 
26 Ibid, hlm. 134 
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u lmulmnya obstrulction of ju lsticel dide lfinisikasi se lbagai tindak 

pidana yang me lnghalangi prose ls hulku lm.   

Obstrulction of julsticel adalah tindakan yang me lngancam 

delngan ataul mellalu li ke lkelrasan, ataul delngan sulrat komulnikasi 

yang me lngancam, melmelngarulhi, melnghalangi, atau l belru lsaha 

u lntulk melnghalangi administrasi pe lradilan, ataul prosels hulkulm 

yang selmelstinya.27  Me lnulru lt Oelmar Selno Adji dan Indriyanto 

Selno Adji, obstrulction of julstice l itul se lndiri me lru lpakan tindakan 

yang ditu lnju lkan maulpuln melmpulnyai elfe lk melmultarbalikkan 

prosels hulku lm, selkaligu ls melngacaulkan fulngsi yang se lharulsnya 

dalam sulatul prosels pe lradilan. Obstrulction of julsticel dianggap 

se lbagai belntulk tindakan kriminal kare lna melnghambat 

pelnelgakan hulku lm dan melrulsak citra le lmbaga pelne lgak hulku lm. 

Ole lh karelnanya, obstru lction of julstice l dikatelgorikan se lbagai 

salah satu l jelnis pelrbu latan pidana contelmpt of coulrt ataul 

pelnghinaan pada pe lngadilan. 

Istilah pelnghalangan ke ladilan melmpulnyai batasan dan 

krite lria yang lulas. Delngan kata lain, pe lrbu latan yang te lrmasulk 

dalam pelnghalangan ke ladilan dapat be lru lpa pe lrbulatan apa saja, 

dari yang paling ringan (dalam me lmpelngarulhi hakim/julri de lngan 

 
27  https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-
justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2 diakses pada tanggal 5 April 2023 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2
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tullisan ataul komelntar) sampai yang paling be lrat (melnggulnakan 

ke lkelrasan yang melngakibatkan melninggalnya se lorang saksi). 

Namuln selgala pelrbu latan itul dibatasi olelh maksu ld ataul maksuld 

yang melnghalangi atau l melnghalangi hulku lm (melnghalangi).28 

2. Perintangan Penyidikan dalam KUHP 

Di Indonelsia, obstrulction of julsticel su ldah diatu lr dalam 

pelratu lran hulku lm mellalu li Pasal 221 KUlHP dan Pasal 21 UlUl No. 

31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi.  

Pasal 221 KU lHP: 

“(1) Dihu lkulm pelnjara sellama-lamanya se lmbilan bullan 
ataul delnda selbanyak-banyaknya Rp. 4.500,– : 

“1e l. barangsiapa de lngan selngaja melnyelmbulnyikan orang 
yang suldah mellakulkan selsulatul keljahatan yang ditulntult 
kare lna selsu latul pelrkara keljahatan, atau l barangsiapa 
melnolong orang itu l mellarikan dirinya dari pada 
pelnyellidikan dan pelmelriksaan ataul tahanan ole lh pelgawai 
ke lhakiman ataul polisi, ataul olelh orang lain, yang kare lna 
pelratu lran ulndang-ulndang sellalu l ataul selmelntara 
diwajibkan melnjalankan jabatan ke lpolisian; (K.Ul.H.P. 
119, 124, 126, 216, 331)”. 

Me lnulru lt Pasal 221 KU lHP, obstrulction of julstice l adalah 

tindak pidana yang dilaku lkan olelh pellakul yang telrbu lkti belru lsaha 

u lntulk melnghambat su latul prosels hulkulm. Obstrulction of 

ju lsticel dapat dilakulkan delngan belrbagai cara, salah satu lnya 

 
28 Jual Isra et.al, 2017  “Obstruction of Justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia”, 
International Journal of Law, Crime and Justice, Volume 51.  
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delngan melle lmahkan pelmbulktian agar tidak te lrje lrat pultu lsan 

telrte lntul.  

Selcara normatif, tindakan ini su ldah diatulr dalam 

pelratu lran pelru lndang-u lndangan di Indone lsia, khulsu lsnya dalam 

KUlHP dan hulku lm pidana khu lsu ls. Selcara formil obstrulction of 

ju lsticel melru lpakan pelrbulatan telrlarang yang melngandulng sanksi 

pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakulkan saat prose ls 

pelradilan yang mellipu lti pelnyellidikan, pelnyidikan, pelnu lntultan, 

hingga pelmelriksaan pelrsidangan. Melnulru lt Pasal 221 

KUlHP yang melngatulr telrkait tindak pidana yang dilaku lkan olelh 

pellaku l delngan telrbulkti be lrulpaya melnghalangi prose ls 

hulku lm, obstrulction of julstice l didelfinisikan selbagai ulpaya 

melnghalang-halangi prose ls hulku lm. 

Kitab Ulndang-Ulndang Hulku lm Pidana (KU lHP) melngatulr 

obstrulction of julstice l pada Bab VIII te lrkait ke ljahatan te lrhadap 

ke lkulasaan ulmulm. Dalam bab ini diatu lr pe lrbu latan-pelrbulatan 

yang be lrsifat mellawan telrhadap para alat ke lkulasaan nelgara 

yang belrmaksuld ulntulk mellindulngi kelpelntingan pelmelrintah agar 

dapat mellaksanakan tu lgasnya gulna ke lte lrtiban ulmulm dan 

ke lamanan masyarakat lu las. 

Kelsaksian melmiliki pelran pelnting karelna selbagai belntulk 

awal pelrmasalahan. Pasal 185 ayat (6) KU lHAP julncto Pasal 189 
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ayat (4) selbagai pelnjaga pelranan itul. Sellain itul, Pultulsan No. 

1531 K/Pid.Su ls/2020 melnambahkan frasa “ne ltral” se lbagai salah 

satul ulnsu lr dalam pelnje llasan Pasal 185 ayat (6) KU lHAP.29 

Pelrihal obstrulction of ju lsticel dalam Kitab Ulndang-Ulndang 

Hu lkulm Pidana (KU lHP) te llah diatulr tindakan me lnghalangi prose ls 

pelradilan ataul (obstrulction of julsticel). Dalam U lU l ini, Obstru lction 

of Ju lstice l diatu lr dalam Bab III te lntang tindak pidana lain yang 

be lrkaitan de lngan tindak pidana koru lpsi. Bab ini te lrdiri dari tiga 

pasal yaitu l Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24.   Se lcara le lngkap 

ke lte lntu lan Obstru lction of ju lstice l dalam pasal-pasal te lrse lbu lt 

adalah se lbagai be lriku lt: 

1. Pasal 21 yang me lne lntu lkan: 

“se ltiap orang yang de lngan se lngaja me lnce lgah, me lrintangi, 
atau l me lnggagalkan se lcara langsu lng atau l tidak langsu lng 
pe lnyidikan, pe lnu lntu ltan, dan pe lme lriksaan di sidang 
pe lngadilan te lrhadap te lrsangka dan te lrdakwa atau lpu ln para 
saksi dalam pe lrkara koru lpsi, dipidana de lngan pidana 
pe lnjara paling singkat 3 (tiga) tahu ln dan paling lama 12 (du la 
be llas) tahu ln dan atau l de lnda paling se ldikit Rp 
150.000.000,00 (se lratu ls lima pu llu lh ju lta ru lpiah) dan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (e lnam ratu ls ju lta ru lpiah).” 
 
 
 
 
 

 
29 Prasetya et al, 2023, Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 
Pandemic: A Case Study of Court Decision. SIGn Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm. 291-
307.  
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2. Pasal 22 yang me lne lntu lkan: 

“se ltiap orang se lbagaimana dimaksu ld dalam Pasal 28, 
Pasal 29, Pasal 35, atau l Pasal 36 yang de lngan se lngaja 
tidak me lmbe lri ke lte lrangan atau l me lmbe lri ke lte lrangan yang 
tidak be lnar, dipidana de lngan pidana pe lnjara paling singkat 
3 (tiga) tahu ln dan paling lama 12 (du la be llas) tahu ln dan atau l 
de lnda paling 35 se ldikit Rp 150.000.000,00 (se lratu ls lima 
pu llu lh ju lta ru lpiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 
(e lnam ratu ls ju lta ru lpiah).” 

 

3. Pasal 23 yang me lne lntu lkan: 

“dalam pe lrkara koru lpsi, pe llanggaran te lrhadap ke lte lntu lan 
se lbagaimana dimaksu ld dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 
421, Pasal 442, Pasal 429 atau l Pasal 430 Kitab U lndang-
U lndang Hu lku lm Pidana, dipidana de lngan pidana pe lnjara 
paling singkat 1 (satu l) Tahu ln dan paling lama 6 (e lnam) 
tahu ln dan atau l de lnda paling se ldikit Rp 50.000.000,00 (lima 
pu llu lh ju lta ru lpiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 
(Tiga ratu ls ju lta ru lpiah)” 
 

4. Pasal 24 yang me lne lntu lkan: 

“saksi yang tidak me lme lnu lhi ke lte lntu lan se lbagaimana 
dimaksu ld dalam Pasal 31, dipidana de lngan pidana pe lnjara 
paling lama 3 (tiga) tahu ln dan atau l de lnda paling banyak Rp 
150.000.000,000 (se lratu ls lima pu llu lh ju lta ru lpiah).” 
 

Adapuln sulatul pelrbu latan dalam tindak pidana ini haru ls 

melmelnulhi ulnsu lr-u lnsulr se lbagai belriku lt:  

- Seltiap orang 

- De lngan selngaja 

- Me lncelgah, melrintangi, atau l melnggagalkan se lcara 

langsulng ataul tidak langsulng 
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- Pelnyidikan, pelnulntultan, dan pelmelriksaan di sidang 

pelngadilan telrsangka ataul telrdakwa ataulpu ln para saksi 

dalam pelrkara koru lpsi 

Belrdasarkan hal te lrselbult, pelrlu l dilakulkan pelnafsiran 

gramatikal bahwa dalam analisa pe lnu llis keltelrangan palsu l yang 

telrmasulk selbagai kasu ls obstrulction of julstice l tidak telrdapat 

pelmbatasan selhingga delmikian aparat pe lnelgak hulkulm dapat 

melnafsirkan selcara belrbe lda-belda maka pe lrlu l dijellaskan 

maksuld dari melnce lgah, melrintangi, dan me lnggagalkan yakni: 

Pelrbu latan-pelrbu latan te lrselbult tidak dapat dipisahkan de lngan 

u lnsulr-u lnsulr ke lselngajaan yang me lndahulluli pelrkataan ataul 

u lnsulr melnce lgah, melrintangi, atau l melnggagalkan te lrselbult. 

Artinya, disamping pe lrbulatan itul dikelhelndaki, julga ada tu ljulan 

yang ingin dicapai dari masing-masing pelrbu latan itul.  

3. Perintangan Penyidikan dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi 

Dasar hulku lm obstrulction of julstice l dijellaskan julga dalam 

Pasal 21 UlUl No. 31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Koru lpsi yang melngatakan, 

“Se ltiap orang yang yang de lngan selngaja me lncelgah, 
melrintangi, ataul melnggagalkan selcara langsu lng ataul tidak 
langsulng pelnyidikan, pelnulntultan, dan pe lmelriksaan di 
sidang pelngadilan te lrhadap telrsangka dan te lrdakwa 
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ataulpuln para saksi dalam pe lrkara korulpsi, dipidana de lngan 
pidana pelnjara paling singkat tiga tahu ln dan paling lama 
dula bellas tahuln dan atau l de lnda paling se ldikit Rp150 julta 
dan paling banyak Rp600 ju lta.” 
 
Ada tiga ulnsu lr pelrbulatan yang dijatu lhi hulku lman pidana 

obstrulction of julstice l, yaitul: 

1. Tindakan telrselbult melnyelbabkan telrtu lndanya prose ls 

hulku lm (pelnding juldicial proceleldings) 

2. Pellaku l melngeltahuli tindakannya atau l melnyadari 

pelrbu latannya (knowleldgel of pelnding proceleldings) 

3. Pellaku l mellaku lkan ataul melncoba tindakan me lnyimpang 

delngan tulju lan ulntulk melngganggul ataul melngintelrvelnsi 

prosels ataul administrasi hulku lm (acting corru lptly with 

intelnt).  

Pelnye llelnggaraan su latul pelradilan ditulju lkan ulntulk 

melnelgakkan hulku lm yang be lrkeladilan delngan be lrdasarkan 

pada Pancasila se lbagai dasar ide lologi belrne lgara.  Konselp 

telrselbu lt seljalan delngan asas elqulality belfore l thel law dalam 

hulku lm pidana dimana pe lnyelle lnggaraan kelku lasaan kelhakiman 

saat melngadili se ltiap warga ne lgara dilaksanakan me lnulru lt 

hulku lm tanpa melmandang atau lpu ln melmbelda-beldakan orang.  

Pelrbu latan melrintangi me lmelrlu lkan syarat bahwa se lsulatul 

tellah telrjadi. Agar selsu latul itul tidak telrjadi belrkelpanjangan 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba
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sampai pada su latul akhir yang tidak me lnyelnangkan ataul 

se lsulatul yang tidak kelhe lndaki, maka pelrlu l dilakulkan pelrbulatan 

melrintangi. Dalam hal ini te llah dilakulkan pelnyidikan, atau l 

pelnulntu ltan, ataul pelme lriksaan di sidang pe lngadilan pe lrkara 

koru lpsi. Agar pelnydikan, pelnu lntultan, ataulpu ln pelmelriksaan di 

sidang pelngadilan melnjadi telrhambat, telrhalang tidak lancar, 

telrganggul, ataul kelsullitan melncari alat bulkti, maka dilaku lkan 

pelrbu latan melrintangi.30 Seldangkan pe lrbulatan melnggagalkan 

adalah selgala pelrbulatan delngan cara apa pu ln yang me ljadi 

pelnyelbab gagalnya se lsatul, yang selcara singkat dapat dise lbult 

melnjadikan gagal. Ini be lru lpa pelrbulatan yang antara ke lhelndak 

yang dicapai be lrselsu laian delngan akibab gagalnya se lsulatul in 

casul pelnyidikan, pelnulntultan, dan pelmelriksaan pe lrkara 

koru lpsi.31 

 
C. Tinjauan Umum tentang Advokat 

1. Pengertian Advokat 

 Prinsip nelgara hulkulm dalam ke lhidulpan belrmasyarakat dan 

belrne lgara, melmelmelrlu lkan pelran Advokat se lbagai profe lsi yang 

belbas, mandiri, dan be lrtanggulng jawab dalam pe lndampingan 

 
30 Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
hal 267.  
31 Ibid, hal 268 
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hulku lm dalam rangka pe lne lgakan hulkulm pidana, di samping 

le lmbaga pelradilan dan instasi pe lne lgak hulku lm selpelrti Ke lpolisian 

dan Ke ljaksaan. Mellalu li jasa hulku lm yang dibe lrikan, Advokat 

melnjalankan tu lgas profelsinya delmi telgaknya ke ladilan 

belrdasarkan hulku lm u lntulk kelpe lntingan masyarakat pe lncari 

ke ladilan, telrmasulk ulsaha melmbelrdayakan masyarakat dalam 

melnyadari hakhak fu lndamelntal melre lka didelpan hulku lm. Advokat 

se lbagai salah satu l u lnsulr pelne lgak hulku lm dalam pe lradilan 

pidana melru lpakan salah satu l pilar dalam me lnelgakkan 

su lprelmasi hulku lm dan Hak Asasi Manu lsia. Jaminan adanya 

ke lsamaan dihadapan hu lku lm (e lqulality belfore l thel law) yang 

se lcara konselptulal telrtu lang dalam Ulndang-ulndang Dasar 1945 

pasal 27 ayat 1 yang me lfru lmulskan:  

“selgala warga nelgara be lrsamaan keldu ldulkannya di dalam 
hulku lm dan pelmelrintahan itu l delngan tidak ada ke lcu lalinya“.  
 

 Ole lh selbab itul bagi seltiap orang yang me lmelrlu lkan bantulan 

hulku lm (lelgal aid) sellain melru lpakan hak asasi ju lga melru lpakan 

gelrakan yang dijamin ole lh konstitulsi. 32  Ulsaha melwu lju ldkan 

prinsip-prinsip nelgara hulku lm dalam kelhidulpan be lrmasyarakat 

dan belrne lgara, pelran dan fu lngsi Advokat se lbagai profe lsi yang 

 
32  Sahuri Lasmadi, 2014, Peran Advokat dalam pendampingan hukum, Jurnal Inovatif ,  
Volume 7 Nomor 2 , hlm. 2.  
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belbas, mandiri, dan be lrtanggulng jawab me lru lpakan hal yang 

pelnting, di samping le lmbaga pelradilan dan instasi pe lnelgak 

hulku lm selpelrti Kelpolisian dan Ke ljaksaan.  

 Sellanju ltnya, V. Harleln Sinaga33 melngulraikan bahwa akar 

kata advokat apabila didasarkan pada Kamu ls Latin-Indonelsia 

dapat dite llu lsulri dari Bahasa Latin, yaitu l Advokatu ls, yang belrarti 

antara lain yang me lmbantul se lselorang dalam pe lrkara. Me llaluli 

jasa hulku lm yang dibe lrikan, Advokat me lnjalankan tu lgas 

profelsinya delmi telgaknya keladilan belrdasarkan hulkulm ulntulk 

ke lpelntingan masyarakat pe lncari keladilan, telrmasulk ulsaha 

melmbelrdayakan masyarakat dalam me lnyadari hak-hak 

fulndamelntal melre lka didelpan hulkulm. Advokat se lbagai salah 

satul ulnsu lr pelnelgak hu lkulm dalam pe lradilan pidana me lru lpakan 

salah satul pilar dalam melne lgakkan sulpre lmasi hulku lm dan Hak 

Asasi Manulsia.34 

 Yang dimana dalam pasal 2 ayat (1) U lndang-Ulndang 

Advokat tahu ln 2003 me lnelrangkan bahwa: 

“yang diangkat selbagai Advokat adalah sarjana yang be lrlatar 
pelndidikan tinggi hulkulm” 

 

 
33 V.Harlen Sinaga, 2011, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.  
34 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 
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 Advokat melru lpakan profe lsi pelmbelri jasa hulku lm, saat 

melnjalankan tu lgas dan fu lngsinya dapat be lrfu lngsi selbagai 

pelndamping, melmbelri advisel hulku lm, atau l melmbelri ku lasa 

hulku lm ataul atas nama klielnnya. Dalam melmbelrikan jasa 

hulku lmnya, ia dapat me lmbelrikan selcara preldelo ataul atas dasar 

melndapatkan honorariu lm/fele l dari klieln.35  

2. Kode Etik Advokat  

Dalam praktelk Advokat, Ulndang-Ulndang nomor 18 Tahu ln 

2003 Telntang Advokat me lmbelrikan ke lkelbalan hulku lm bagi 

Advokat (Hak Imu lnitas) yang me lmbulat para Advokat dalam 

belrge lrak belbas dalam be lrpraktik. Olelh kare lna    itu l,    pada    

tanggal    23    Me li    2002 be lrdasarkan  kelse lpakatan  7  (tu lju lh)  

organisasi Advokat   Indone lsia   yang   te lrdiri   dari:   Ikatan 

Advokat  Indone lsia  (IKADIN), Asosiasi  Advokat Indone lsia (AAI), 

Ikatan    Pe lnasihat    Hu lkulm Indonelsia (AKHI), Himpu lnan 

Konsulltan Hulku lm Pasar    Modal (HKHPM), Se lrikat Pelngacara 

Indonelsia (SPI), dan  Himpu lnan  Advokat dan Pe lngacara 

Indonelsia (HAPI). Yang   ke lmuldian dikelnal delngan Kode l E ltik 

Advokat Indone lsia.36  

 
35 Rahmay Rosyadi dan Sri Hartini , 2003,  Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif, 
Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.  
36 Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Jakarta Timur: 
Dunia  Cerdas,  hlm. 105-106.  
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  Kodel Eltik ini selbagai fulngsi pelngawasan mau lpuln 

pelngontrolan bagi   se ltiap Advokat dalam me lnjalankan  tu lgas  

profelsinya  selhingga para Advokat te ltap belrpe lgang telgulh 

dalam melnju lnjulng tinggi ke ladilan dan martabat profe lsi 

Advokat. Dalam me lnjaga Kode l E ltik profelsi Advokat, dike lnal  

su latul  lelmbaga  yang dinamakan De lwan Kelhomatan yang 

dimaksuldkan ulntulk melnjaga profelsionalitas Advokat agar   

se llalul taat pada Kode l E ltik.37
 Namuln dalam pe llaksanaannya 

u lntulk melngawasi dipe lrlu lkan pelngadulan-pelngadulan dari   

masyarakat ulntulk melmelriksa selorang Advokat  yang  dianggap  

tellah  mellanggar  Kode l Eltik. Pe lnelgakkan hu lkulm sellalu l 

mellibatkan manulsia di dalamnya. hu lkulm tidak dapat te lgak 

delngan  selndirinya,  artinya  hu lku lm  (sulbstansi hulku lm) tidak 

mampul melwu lju ldkan selndiri janji-janji  se lrta  kelhelndak-

ke lhelndak  yang  te lrcantulm dalam hulku lm (pelratulran-

pelratu lran). Ulntulk itullah, selbagai masyarakat kita ju lga haruls 

tulru lt melngawasi delmi  telrcapainya  keladilan bahkan ce lrdas 

dalam hal melmilih maulpuln melnggulnakan  jasa  profe lsi Advokat 

agar teltap telrjaganya  martabat profe lsi Advokat di Indone lsia. 

Selorang Advokat yang me llakulkan malpraktik   dapat dikatakan   

 
37 Ibid, hlm. 149 



38 
 

tellah   mellakulkan tindak pidana dan dapat diadu lkan kelpada 

pihak Kelpolisian. Dalam Pasal 108 KU lHAP diatulr me lngelnai 

laporan/pelngadulan yang belrbu lnyi: 

a. Seltiap orang yang me lngalami, mellihat, melnyaksikan  dan  

ataul  melnjadi  korban pe lristiwa yang melru lpakan tindak  

pidana belrhak ulntulk me lngajulkan laporan atau l pelngadulan 

ke lpada pelnye llidik dan atau l pe lnyidik baik lisan mau lpuln 

telrtu llis; 

b. Seltiap orang yang me lngeltahuli pelrmulfakatan jahat  u lntulk   

mellakulkan tindak pidana te lrhadap keltelntraman dan 

ke lamanan ulmulm ataul  telrhadap jiwa atau l te lrhadap hak 

milik wajib selke ltika itul ju lga mellaporkan hal te lrselbult   

ke lpada pelnyellidik ataul pelnyidik; dan 

c. Seltiap pelgawai nelge lri dalam rangka me llaksanakan 

tulgasnya yang me lnge ltahuli telntang telrjadinya pe lristiwa 

yang melru lpakan  tindak  pidana wajib se lgelra mellaporkan 

hal telrselbult kelpada pelnyellidik ataul pelnyidik. 

Selorang advokat me lmpulnyai hak imulnitas, yang diatu lr 

dalam Pasal 16 U lndang-Ulndang No. 18 Tahu ln 2003 te lntang 

Advokat, bahwa:  

“Advokat tidak dapat ditu lntult baik selcara pelrdata maulpuln 
pidana dalam melnjalankan tulgas profelsinya delngan itikad 
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baik ulntulk ke lpelntingan pe lmbellaan klie ln dalam sidang 
pelngadilan.” 
Kelbe lradaan aparat pe lnelgak hulkulm melru lpakan bagian 

dari ulpaya aparatu lr pelnelgak hulku lm ulntulk melnjamin dan 

melmastikan bahwa su latul atulran tellah ditaati dan be lrjalan 

se lbagaimana melstinya. Selcara khulsu ls dalam sistelm pelradilan 

pidana aparat pe lnelgak hulku lm melmelgang pelranan pelnting 

dalam prosels pelnyidikan, pelnu lntultan, pelradilan selrta 

pelmasyarakatan. Delngan kata lain, aparat pe lnelgak hulku lm 

telrlibat dalam prose ls pelnelgakan hulku lm dan keladilan. Namu ln 

se llama ini yang telrjadi se lringkali aparat pelne lgak hulkulm selndiri 

yang mellanggar atulran yang be lrlaku l. Bahkan lama dan 

singkatnya hulkulman yang ditimpakan ke lpada aparat pe lnelgak 

hulku lm, khulsu lsnya yang mellakulkan tindak pidana koru lpsi re llatif 

ringan. Padahal ide lalnya hulku lman ulntulk aparat pelne lgak 

hulku lm haruls le lbih belrat, apabila dibandingkan de lngan para 

pellaku l tindak pidana koru lpsi lainnya karelna aparat pe lne lgak 

hulku lm adalah para pe lnelgak keladilan, selrta selbagai telmpat 

bagi para pelncari ke ladilan ulntulk melnelmulkan apa yang 

dicarinya. 

3. Sanksi Perintangan Penyidikan oleh Advokat 

 Advokat melru lpakan jabatan ke lpelrcayaan yang haruls 

se llaras melnjalankan tu lgas dan fu lngsi selbagai orang yang 
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dipelrcaya, olelh selbab itu l advokat haruls mellaksanakan prinsip-

prinsip vidulciary dulty 38  telrhadap klieln dan ia me lmpulnyai 

ke lwajiban ulntulk melrahasiakan selgala ke ltelrangan yang 

dipelrole lh dari klie ln se lbagai kelwajiban ingkar advokat 

(ve lrschoningshplicht).  

Dalam melwakili kelpelntingan klieln dan melmbella hak-hak 

hulku lm telrselbult, cara be lrpikir advokat haruls objelktif melnilainya 

belrdasarkan kelahlian yang dimiliki dan kode l e ltik profelsi. Ulntulk 

itu l, dalam kodel eltik dite lntulkan adanya kelte lntu lan advokat bolelh 

melnolak melnangani pe lrkara yang melnulru lt ke lahliannya tidak 

ada dasar hu lkulmnya, dilarang me lmbelrikan informasi yang 

melnyelsatkan dan melnjanjikan ke lmelnangan ke lpada klieln.39 

Me lnulru lt pasal 6 Ulndang-Ulndang no.18 Tahu ln 2003, 

se lorang advokat dapat dikelnai hulkulman atas pelrbu latan hulkulm 

ataul tindakannya delngan alasan dibawah ini: 

a. Me lngabaikan ataul melnellantarkan kelpelntingan klieln; 

b. Belrbu lat ataul belrtingkah laku l delngan tidak patu lt telrhadap 

lawan ataul relkan profelsinya; 

 
38  Elza Syarief, 2017, “Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap 
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris”, Journal of Law and Policy 
Transformation, Volume 2 Nomor 2, hlm. 82.  
39 Pasal 3 dan 4 Kode Etik Advokat Indonesia 
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c. Belrsikap, belrtingkah laku l, belrtu ltulr kata atau l melngellu larkan 

pelrnyataan yang me lnulnju lkkan sikap yang tidak hormat 

telrhadap hulkulm, pelratu lran dan pelru lndang-ulndangan; 

d. Belrbu lat hal-hal yang be lrte lntangan delngan kelwajiban, 

ke lhormatan ataul harkat martabat profe lsi; 

e. Me llakulkan pellanggaran te lrhadap pelratu lran pelrulndang-

u lndangan ataul pelrbu latan telrcella; 

f. Me llanggar sulmpah/janji advokat dan/kode l eltik.40 

Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahu ln 2003 Telntang Advokat 

ju lga diatulr melngelnai je lnis tindakan yang dike lnakan te lrhadap 

Advokat dapat be lru lpa:41 

1. Te lgulran lisan 

2. Te lgulran telrtullis 

3. Pelmbelrhelntian selmelntara dari profe lsinya se llama 3 (tiga) 

sampai 12 (dulabellas) bullan; dan 

4. Pelmbelrhelntian teltap dari profelsinya. 

Tindak pidana yang dilaku lkan olelh profe lsi advokat, 

melngelnai pelnyellidikannya dilaku lkan melnulru lt yang diatu lr dalam 

KUlHAP. Selbagaimana diatu lr dalam KUlHAP, melngelnai prosels 

 
40 Harlen Sinaga, 2011, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta: Erlangga, hlm. 105.  
41 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat 
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pelnyellidikan dilaku lkan peljabat yang belrwe lnang.42 Yang artinya, 

advokat yang me llaku lkan tindak pidana akan dise llidiki 

ke lbelnarannya dan se ltiap tindakan yang dilaku lkan olelh 

pelnyellidik u lntulk melnye llidiki melngelnai tindak pidana ole lh avokat 

ini, haruls be lrdasarkan yang diatu lr dalam Ulndang-Ulndang Nomor 

8 Tahuln 1981 Telntang Kitab Ulndang-Ulndang Hulku lm Acara 

Pidana (KUlHAP) delngan melmpelrhatikan pelru lndang-ulndangan 

lain yang belrhu lbulngan.  

Adanya pelran dan tanggu lng jawab advokat inilah dalam 

pelmbelrian bantulan hu lkulm selbelnarnya adalah alat pe lre ldam 

yang ampu lh akan kelmulngkinan telrjadinya geljolak sosial dan 

ke ltidak pulasan kaulm tidak mampu ln yang biasanya te lrlu lpakan. 

Agar pe lnelgakan hulkulm di Indone lsia dapat le lbih baik dan agar 

masyarakat pe lrcaya pada hu lku lm yang belrlaku l, yang dipe lrlu lkan 

adalah pe lnelgakan hulku lm yang belrkeladilan, dan itu llah yang 

didambakan ole lh masyarakat.  

 

 

 

 
42 Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Yang dimaksud dalam 
Undang-Undang ini dengan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.   
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D. Tinjauan umum tentang Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Tu lju lan diadakannya su latul prosels di mulka pelngadilan 

adalah u lnultu lk melmpe lrolelh pultu lsan hakim. 43  Pultu lsan hakim 

ataul lazim diselbu lt delngan istilah pu ltulsan pelngadilan me lru lpakan 

se lsulatul yang sangat diinginkan atau l dinanti-nantikan olelh pihak-

pihak yang be lrpelrkara gulna melnyelle lsaikan se lngkelta diantara 

melre lka delngan selbaik-baiknya. Selbab delngan pu ltulsan hakim 

telrselbu lt pihak-pihak yang be lrselngkelta melngharapkan adanya 

ke lpastian hulku lm dan keladilan dalam pe lrkara yang melre lka 

hadapi.44  

Me lnulru lt Lilik Mu llyadi, pultu lsan hakim yang ditinjau l dari visi 

praktik dan te loritis yaitu l pultu lsan yang diulcapkan olelh hakim 

kare lna jabatannya dalam pe lrsidangan pelrkara pelrdata yang 

telrbu lka ulntulk ulmulm selte llah mellalu li prose ls dan prose ldulral 

hulku lm acara pelrdata pada ulmulmnya dibu lat dalam be lntulk 

 
43 M. Nur Rasaid, 2003, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 48.  
44 Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 
hlm. 48.  
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telrtu llis delngan tulju lan melnye llelsaikan ataul melngakhiri su latul 

pelrkara. 45 

Dari u lraian di atas dapat ditarik su latul kelsimpullan bahwa 

yang dimaksu ld delngan pultu lsan hakim adalah su latul pelrnyataan 

yang dibu lat dalam belntulk te lrtullis ole lh hakulm selbagai peljabat 

nelgara yang dibe lri we lwe lnang ulntulk itul dan diulcapkan di de lpan 

pelrsidangan pelrkara pe lrdata yang telrbu lka ulntulk ulmulm seltellah 

mellalu li prosels dan prose ldulral hulku lm acara pe lrdata pada 

u lmulmnya  delngan tulju lan ulntulk melnyelle lsaikan atau l melngakhiri 

su latul pelrkara pelrdata gulna telrciptanya kelpastian hu lku lm dan 

ke ladilan bagi para pihak yang be lrselngkelta.  

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana 

Pultu lsan hakim melru lpakan celrmin dari nilai ke ladilan, 

ke lbelnaran yang hakiki, hak asasi manu lsia, pe lngulasaan hulku lm 

ataul fakta selcara mapan, me lmpulni dan faktu lal dan julga 

ce lrminan eltika selrta melntalitas dan moralitas dari hakim yang 

belrsangkultan.46 Pultulsan hakim me lru lpakan pu ltulsan akhir yang 

dinyatakan hakim dari su latul pelmelriksaan di pelngadilan. 

 
45 Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 
Bandung: Citra Bakti, hlm. 100.  
46 Ibid, hlm. 129 
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Lilik Mu llyadi melngatakan, de lngan dilandasi pada visi te loritis 

dan praktik maka pu ltu lsan hakim itul melrulpakan “Pu ltulsan yang 

diulcapkan olelh Hakim karelna jabatannya dalam pe lrsidangan 

pelrkara pidana yang te lrbu lka ulntulk u lmulm se ltellah mellakulkan 

prosels hulkulm acara pidana pada u lmulmnya be lrisikan amar 

pelmidanaan ataul be lbas pelle lpasan dari selgala tu lntultan hulkulm 

dibulat dalam belntulk telrtu llis delngn tulju lan pelnyelle lsaian dari 

pelrkara telrselbult.”47  

Belrdasarkan pasal 191 dan 193 KU lHAP, kita dapat 

melngeltahuli bahwa ada du la macam sifat Pultu lsan yaitul: 

1. Pultu lsan pelmidanaan 

 Pultu lsan pelmidanaan ini diatu lr dalam Pasal 193. Pe lmidaan 

belrarti te lrdakwa dijatulhi hu lkulman pidana se lsu lai delngan 

ancaman yang dite lntu lkan dalam pasal tindak pidana yang 

didakwakan kelpada telrdakwa. Belrdasarkan Pasal 193 ayat (1), 

pelnjatulhan pultulsan pada hal ini didasarkan pada pe lnilaian 

pelngadilan. Jika yang didakwakan ke lpadanya, pe lngadilan 

melnjatulhkan hulku lman pidana te lrhadap telrdakwa. Ataul delngan 

kata lain, apabila me lnulru lt pelnilaian pelngadilan telrdakwa telrbu lkti 

se lcara sah mellaku lkan tindak pidana yang didakwakan 

 
47 Ibid, hlm. 131 
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ke lpadanya selsu lai delngan sistelm pelmbulktian dan asas batas 

minimulm pelmbulktian yang dite lntulkan dalam Pasal 183, 

ke lsalahan dari te lrdakwa su ldah culku lp telrbu lkti delngan selkulrang-

ku lrangnya dula alat bu lkti yang sah yang me lmbelri ke lyakinan 

ke lpada hakim, maka te lrdakwalah yang me lru lpakan tindak 

pidananya.48 

 Jika se lmula tu ldulhan telrbu lkti adalah ke ljahatan ataul 

pellanggaran dan te lrdakwa se lbagai pellakulnya maka hakim dapat 

melmultulskan dan me lnjatulhkan hulkulman ke lpada te lrdakwa. 

Kelcu lali jika telrdakwa bellu lm belru lmulr 16 tahuln, maka hakim 

didasarkan pada Pasal 45 KU lHAP belbas ulntulk melmilih salah 

satul di antara tiga macam tindak te lrhadap telrdakwa, yaitu l: 

a. Me lnjatulhkan hulkulman 

b. Me lnyelrahkan telrdakwa kelpada orangtulanya atau l walinya 

c. Me lnyelrahkan kelpada pe lmelrintah agar te lrdakwa dipellihara 

dalam pelndidikan sampai u lmulr 18 tahuln.49 

 

 

 
48 Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 354.  
49 Neni dan Panji, 2018, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
217.  
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2. Pultu lsan yang Bulkan Pe lmidanaan 

 Pultu lsan Hakim melru lpakan akhir dari prose ls pelrsidangan, 

se lhingga seltellah pelmelriksaan dalam sidang se lle lsai, majellis 

hakim melmultulskan pelrkara yang tellah dipelriksa. Dalam Pu ltulsan 

yang Bulkan Pelmidanaan telrbagi melnjadi dula macam, yaitu l: 

 

1. Pultu lsan Belbas 

 Selcara te loritis, pultulsan belbas dalam hu lkulm Elropa 

Kontinelntal lazim biasa dise lbult delngan istilah pu ltulsan 

“vrijspraak”, se ldangkan jika dalam Anglo-Saxon diselbult 

pultu lsan “acqulittal”.50 Pada asasnya, e lse lnsi pu ltulsan belbas 

telrjadi kare lna telrdakwa dinyatakan tidak be lrbulkti se lcra sah 

dan melnyakinkan belrsalah mellku lkan tindak pidana yang 

didakwakan olelh jaksa/pelnulntult ulmulm dalam su lrat 

dakwaan. 51  Se lharulsnya, dibelbaskan dari se lgala tulntultan 

hulku lm ataul ulntulk singkatnya lagi te lrdakwa “tidak dijatu lhi 

pidana”. Jika belrtitik tolak pada Ulndang-Ulndang Nomor 8 

Tahuln 1981, asasnya te lrhadap pultu lsan belbas diatu lr dalam 

Pasal 191 ayat (1) KUlHAP yang melnelntulkan bahwa: 

 
50 Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 
Bandung: Citra Bakti, hlm. 186.  
51  Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan 
Pembaharuannya Di Indonesia), Malang: Setara Press, hlm. 182. 
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“Jika pelngadilan be lrpelndapat bahwa dari hasil 
pelmelriksaan di sidang, ke lsalahan te lrdakwa atas 
pelrbu latan yang didakwakan ke lpadanya tidak te lrbu lkti 
se lcara sah dan me lnyakinkan, maka telrdakwa dipultu ls 
belbas.” 
 
   Dalam pelnjellasan Pasal 191 ayat (1) KU lHAP yang 

dimaksuldkan delngan “pelrbu latan yang didakwakan 

ke lpadanya tidak te lrbulkti se lcara sah dan me lnyakinkan” 

adalah tidak cu lkulp bu lkti melnulru lt pelnilaian hakim atas 

dasar pelmbulktian de lngan melnggulnakan alat bu lkti 

melnulru lt kelte lntulan bahwa pe lngadilan be lrpe lndapat, 

apabila dari hasil pe lrsidangan di pelngadilan, tidak te lrbu lkti 

se lcara sah dan me lnyakinkan kelsalahan dari te lrdakwa 

atas pelrbu latannya maka te lrdakwa dipultuls be lbas. 

   Selcara Yulridis, ada dula hal yang dapat dinilai ole lh 

majellis hakim agar te lrdakwa dapat dipu ltulskan belbas 

yaitul: selorang telrdakwa dapat dipu ltuls belbas apabila 

majellis hakim yang belrsangkultan melnilai: 

1. Tidak melmelnulhi atas pelmbulktian melnulru lt Ulndang-

u lndang selcara ne lgatif. Dalam me llakulkan 

pelrsidangan, te lrdakwa tidak telrbulkti me llakulkan 

ke lsalahan karelna pelmbulktian yang dipe lrole lh tidak 

melmbulktikan kelsalahan telrdakwa 
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2. Tidak melmelnulhi asas batas pelmbulktian. Pada Pasal 

183 KUlHAP, dipelrlu lkan seltidaknya du la alat bulkti 

yang sah ultulk melmbu lktikan kelsalahan telrdakwa, 

namuln dalam hal ini te lrdakwa hanya didu lkulng olelh 

satul alat bulkti.52 

2. Pultu lsan Lelpas dari Selgala Tulntultan Hulku lm 

  Pelle lpasan te lrdakwa dari selgala tu lntulan (Pasal 

191 ayat (2) KUlHAP) yang belrbulnyi: 

“jika pelngadilan be lrpe lndapat bahwa pe lrbu latan 
yang didakwakan ke lpada telrdakwa telrbu lkti, te ltapi 
pelru lbahan itul tidak melru lpakan sulatul tindak pidana 
maka telrdakwa dipultu ls lelpas dari se lgala tulntultan 
hulku lm”. 
 

  Pelrbu latan telrdakwa telrbulkti se lcara sah, 

melyakinkan selsu lai fakta yang te lru lngkap dan me lnulru lt alat 

bulkti yang sah dalam Pasal 184 KUlHAP selrta melyakinkan 

hakim ulntulk melnyatakan te lrdakwa selbagai pellaku l 

pelrbu latan telrselbult. 53  Walaulpu ln hal itul telrbulkti, te ltapi 

“pe lrbulatan telrselbu lt bu lkanlah melrulpakan tindak pidana”. 

Me lskipuln se lbellu lmnya su ldah dinyatakan dalam tingkat 

 
52 Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 347.  
53 Lilik Mulyadi, 2010 , Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 
Bandung: Citra Bakti , hlm. 187.  



50 
 

pelnyellidikan dan pe lnyidikan bahwa pe lrkara yang 

dipelriksa te lrselbult me lru lpakan pelrkara tindak pidana, 

namuln jika telrnyata dalam pe lmelriksaan pe lrsidangan, 

pelrkara dipultu ls ole lh majellis hakim bulkan melru lpakan 

pelrkara pidana.54 

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana 

   Me lnulru lt Kitab Ulndang-ulndang Hulku lm Acara Pidana 

(KUlHAP) yang telrte lra  pada pasal 1 angka (8) “se lorang Hakim 

peljabat pelradilan nelgara yang dibe lri we lwe lnang olelh ulndang-

u lndang ulntulk melngadili”. Jika me lmbahas melngelnai pultulsan  

maka kelduldu lkan selorang hakim u lntulk melngadili sulatul pelrkara 

dan pe lrtimbangannya tidak bisa le lpas. Me lnulru lt Wiryono 

Kulsu lmo, pelrtimbangan atau l yang selring diselbult ju lga 

Considelrans adalah dasar pu ltulsan hakim atau l argulmelntasi 

hakim dalam me lmultu ls su latul pelrkara. Jika argu lmelnt itul tidak 

belnar dan tidak se lpantasnya (propelr), maka orang ke lmuldian 

maka orang ke lmuldian dapat me lnilai bahwa pultu lsan itul tidak 

belnar dan tidak adil.55 Pe lrtimbangan Hakim melru lpakan argu lmeln 

ataul alasan yang dapat dipakai ole lh hakim se lbagai 

pelrtimbangan hulku lm yang melnjadi dasar hakim se lbellu lm 

 
54 Ibid,  hlm. 188 
55 S.M. Amin, 2009, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 41.  
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melmultuls su latul pelrkara. Pelrtimbangan hakim dibagi me lnjadi 2 

bagian yaitu l: 

 

1. Pelrtimbangan Yulridis 

Pelrtimbangan yulridis adalah pe lrtimbangan hakim yang 

didasarkan fakta-fakta -fakta yulridis yang te lru lngkap dalam 

pelrsidangan dan ole lh Ulndang-ulndang yang dite ltapkan 

se lbagaimana yang haru ls dimulat dalam pultu lsan. Misalnya 

dakwaan jaksa pe lnulntult ulmulm, kelte lrangan telrdakwa, 

ke ltelrangan saksi, barang-barang bulkti dan pasal-pasal dalam 

pelratu lran hulkulm pidana. pe lrtimbangan yulridis dari de llik yang 

didakwakan julga haruls se lsulai delngan aspelk teloritik, padangan 

doktrin, yulrispru lde lnsi, dan posisi kasu ls yang ditangani, baru llah 

ke lmuldian selcara limitativel dapat diteltapkan pelndirinya. Se ltellah 

pelnelrapan ulnsulr-u lnsu lr te lrselbult, dalam prakte lk pultulsan hakim, 

se llanjultnya dipelrtimbangkan hal-hal yang dapat me lringakan ataul 

melmpelrbe lratkan telrdakwa. Hal-hal yang dapat me lmbelratkan  

telrdakwa ulntulk dipidana se lbellu lmnya yaitul kare lna jabatannya 

dan melnggulnakan belndelra ke lbangsaan.56 

2. Pelrtimbangan Non-Yulridis 

 
56 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 
.212. 
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Pelrtimbangan non-yu lridis dapat dilihat dari latar 

bellakang dari pelrbulatan te lrdakwa, akibat dari pe lrbulatan 

telrdakwa, kondiri diri dari te lrdakwa dan kondisi sosial e lkonomi 

dari telrdakwa. Pasal 5 ayat (1) me lngatulr bahwa hakim wajib 

melnggali, melngikulti, dan melmahami nilai-nilai hulku lm dan rasa 

ke ladilan yang hidu lp dalam masyarakat. Maksu ld dari ke ltelntulan 

ini ialah agar seltiap pultulsan hakim yang se lsulai delngan 

ke ltelntulan hulku lm dan rasa ke ladilan bagi masyarakat.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Yogyakarta: PT. Grafindo 
Persada, hlm. 136-141.  


